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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan internal partai dengan
ketua umum partai politik disebabkan ketua umum partai politik pemegang
kekuasaan tertinggi. Apabila ketua umum partai politik tidak tepat dalam
mengambil keputusannya akan berdampak negativesterhadap kelangsungan dan
harmonisasi di dalam keanggotaan partai_pelitik. Permasalahan itu diperlukan
seorang Ketua Umum Partai Politik yang bukan hanya memiliki elektabilitas
tetapi memiliki rasa tanggungjawab dan pengorbanan terhadap partai yang
dipimpinnya schingga permasalahan konflik yang ditimbulkan oleh hasil
keputusan Munas seharusnya cdipettimbangkan oleh Ketua Umum Partai
Poltik.Akan tetapi, sebaliknya jika Ketua Umum Partai Politik bersikeras dan
bersikukuh 'mempertahankan pendapatnya sendiri berakibat tidak memberikan
solusi terhadap masa depan Partai Politik itu sendiri. Dengan kata lain, diperlukan
kearifan dan kebijaksanaan Ketua Umum Partai Politik. Masalah pokok dalam
penelitian ini yaitu (1) bagaimanakah penerapan prinsip demokrasi dalam suksesi
pemilihan Ketua Umum Partai Golkar dan PPP (2) apakah implikasi konflik
dualisme Partai Golkar dan PPP dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode
yang digunakan penelitian hukum secara normatif dalam meneliti kasus ini, yaitu
suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan
regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil penelitian
menyatakan penerapan prinsip.demokratis dalam suksesi pemilihan Ketua Umum
Partai Golkar dan PPP, bahwa demokratisasi tidak terjadi didalam
kepengurusannya. Hal itu dibuktikan dengan terjadinya pro dan kontra
kepengurusan yang berakhir, kedalam proses, peradilan wmum, yang justru
membuat permasalahan diantara kedua kepengurusan semakin runyam. Langkah
perundingan yang justru diabaikan karena keinginan individual dan kontra prinsip
di dalam jiwa Ketua Umum yang saling mengklaim kedudukan yang sah. Fakta
hukum diatas menggambarkan bahwa memang belum terjadi demokratisasi
didalam kepengurusan partai. Karena kisruh partai justru membuat kondisi partai
semakin terpuruk. Perebutan kekuasaan kursi Ketua Umum yang sangat riskan
menjadi sebuah konflik'nyata dari dua Partai yang berseteru. Implikasi konflik
dualisme Partai Golkar dan PPP. dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bahwa
permasalahan ketua partai tersebut justru berimbas pada mekanisme pencalonan
kepala daerah dan peran Partai politik. Karena partai polik memberikan peranan
yang sangat kuat untuk bisa melaksanakan Pilkada serentak. Kemudian konflik
internal yang terjadi di dalam internal Partai Golkar dan PPP justru mencerminkan
sikap tidak demokratis di dalam internal Partai tersebut. Sehingga berimbas
kepada kader-kader partai yang akan bertarung pada Pilkada serentak 2015

Vil



ABSRACT

This research is motivated by internal party problems with the general
chairman of political parties due to the general chairman of political parties
holding the highest authority. If the chairperson of a political party is not
appropriate in its deeision it will negatively impact the continuity and
harmonization within the membership of a political party. The problem is required
by a Chairman of a Political Party who not only has the elektabilitas but has a
sense of responsibility and sacrifice to the party he leads so that the conflict
problems caused by the result of the Munas decision should be considered by the
Chairman of the Political ,Party.! On-the ‘contracy, if the Chairperson of the
Political Party insists ‘0on-"and maintains its own opinion, it does not provide a
solution to the future of the Political Party itself. In other words, it takes the
wisdom and wisdom of the General Chairman of Pelitical Parties. The main issues
in this research are (1) how is the application of democratic principle in the
succession of election of Golkar Party Chairman .and PPP (2) what is the
implication of dualism conflict between Golkar Party and PPP in Indonesian state
administration” system. The method used by law research normatively in
examining this case, which is a study conducted by reviewing all laws and
regulations relating to legal issues under investigation. The results stated that the
application of democratic prineiples in the.succession of the election of Golkar
Party and PPP Chairman, that democratization does not occur in the stewardship.
This is evidenced by the occurrence of pros and cons of management that ended
into the general judicial proeess,, which actually\makes the problems between the
two stewardship getting worse. Negotiation steps are simply ignored because of
individual and counter-principle wishes in the spirit of the General Chairman who
claim each other's legitimate position. The above legal facts illustrate that there
has been no democratization within the party stewardship. Because the chaotic
party actually makes the party conditions worse off. The overwhelming seizure of
seats in the Chairman's seat becomes a real conflict of two hostile parties. The
implications of the dualism conflict. between Golkar Party and PPP in the
Indonesian state administration system that the party chairman's problem actually
impact on the mechanism of nomination of regional head and the role of political
party. Because the political party provides a very strong role to be able to carry
out Pilkada simultaneously. Then internal conflicts within the internal Golkar and
PPP parties reflect the undemocratic demeanor within the Party. So the impact to
the party cadres who will fight on elections in conjunction 2015

Vil
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BAB1

PENDAHULUAN

partai se

kepenting asyara % = bersama, dan

mengalihkan “hasrat
melalui Pemilu 1955. Sejak saat , perlahan dan pasti, partai-partai
berideologi perjuangan ditinggalkan dan dilupakan serta sulit untuk
dihidupkan kembali. Partai-partai besar di Indonesia saat ini tidak sepenuhnya
memiliki kesamaan visi dan misi ideologis dengan partai lama, kecuali soal

kemiripan nama dan lambang.

'Naskah Komprehensif Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku VI
Kekuasaan Kehakiman, Sekretariatan Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia, Jakarta, 2008, him. 467.
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Partai tertentu bahkan “menjual” organisasinya dengan melalui “trah
kebangsawanan” yang dimiliki individu tertentu. Partai lain menggunakan

kekuatan modal sebagai prinsip utama mengelola organisasi. Sementara itu,

partai berbed : an_a agis menarik simpati

AR '@;

terhadap

- o E
: \a"

pemerintahe Me d iy partai-partai di
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kegag memahami fungsi partai

Age®

dalam sistem presidensial da puan berdemokrasi dalam internal
partai dengan baik. Partai masih berpandangan bahwa ketua umum partai
adalah kader terpenting yang paling tepat untuk dicalonkan sebagai Presiden.
Padahal cara pandang itu lebih menyerupai cara pandang partai-partai dalam

sistem parlementer. Ketua partai pemenang Pemilu dengan sendirinya akan

memimpin pemerintahan. Padahal semestinya partai dalam sistem presidensiil

2 Ahmad Suhelmi, Polemik Negara Islam Soekarno Versus Natsir, Ul Press: Jakarta, 2014, him 70.
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tidak meletakan ketua umum partai sebagai figur utama untuk menjadi
presiden. Ketua umum bertugas menjalankan organisasi sebaik-baiknya agar

terbuka kesempatan bagi kader terbaik partai untuk mencalonkan diri sebagai

cara mereaa

diangg

misalka

sendiri tetapi akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap
partai itu.

Selain itu, hubungan partai politik pusat dan daerah serta keuangan
yang tidak transparan ikut menambah dan menjadi akar permasalahan

terhadap demokrasi internal partai politik di Indonesia. Isu-isu ini kemudian

3 https://m.tempo.co.id/konlik/internal/partai/politik. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2017. Pukul
17.03
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menjadi hal yang diperbincangkan dalam Focus Group Disscussion dengan

tema Pembaharuan Partai Politik di Indonesia yang diselenggarakan oleh

Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas

dengan

sentralise

partai. Selain itu dia juga menegaskan bagaimana pertanggungjawaban
penerimaan dan penggunaan anggaran partai. Sehingga dengan adanya
ketentuan tersebut akan memberikan ruang untuk terciptanya demokrasi dalam

internal partai.

*W. Riawan Tjandra, Menakar Jalan Finansial Parpol Melalui Pendanaan Parpol, Makalah
Konferensi Nasional Hukum Tata Negara III Tahun 2016, HIm. 5
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Gumpita dari DPD’ Golkar Provinsi Riau lebih melihat bahwa

demokrasi internal partai akan terlihat ketika kebijakan-kebijakan internal

partai berdampak terhadap kebaikan politik publik sehingga arah-arah

paling bermasalah selama era Reformasi, tak terkecuali problem yang terkait
dengan pemenuhan prinsip keadilan pemilu (electoral justice) serta di ikuti 44
partai politik yang berakibat tidak terkendalinya jumlah partai. Problem
tersebut mencakup tiga hal, yakni: pertama, tidak adanya jaminan hukum

terhadap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait proses pemilu. Ini terlihat

> Diskusi Penulis dengan Gumpita Fungsionaris DPD Golkar Riau pada tanggal 14 September
2016 di Pekanbaru.
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dari banyaknya persoalan penyelenggaraan akibat sengketa dan ketidakjelasan
pengaturan.® Kedua, sistem yang dirancang tidak mampu memberikan

perlindungan dan bahkan tidak mampu memulihkan hak elektoral yang

arya (Golkar)
terperangkap
yang berseteru
parah oleh sikap

semakin rumit.

menarik dukungan, dan terakhir yang tidak kalah pentingnya, yaitu
manajemen konflik tidak semua partai mendorong terbentuknya prosedur yang
memungkinkan pihak-pihak yang berbeda pendapat mengadakan kompromi

dan dapat mengakomodasikan ideologi-ideologi yang bertentangan.’

® Moh. Mahfud MD, Orasi Konstitusi dalam Pemikiran M. Yamin dan Arah Demokrasi Kita,
Artikel Hukum, Tahun 2016, hlm. 9.

" Roy C. Macridis, Sejarah, Fungsi, dan Tipologi Partai (Teori-teori mutakhir Partai Politik), PT.
Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1996, him. 24.
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Partai politik adalah komponen yang sangat penting dalam sistem
politik yang demokratis. Dengan demikian, di dalam demokrasi, kesertaan dan

partisipasi yang luas menjadi prasarat utama. Semakin banyak orang terlibat,

bereksp sasi, adanya an mekanisme

checks ¢ ' % b : % - ang t minan hak-hak

Laksono yang mendukung Capres-Cawapres Jokowi-Jusuf Kalla. Konflik ini
langsung mendapat sorotan publik mengingat partai Golkar merupakan

pemenang kedua dalam pemilu legislatif tahun 2014. Semuanya berawal dari

penyelewengan mandat yang diberikan kepada Aburizal Bakrie yaitu ketika

¥ Robertus Roberts, Dari Demokrasi ke Republik, Jurnal Hukum Jentera PSHK Jakarta, Tahun
2008, hlm. 13
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Aburizal Bakrie tidak mencalonkan diri sebagai calon presiden dan malah

mendukung Prabowo-Hatta sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden.

Kemudian masalah selanjutnya timbul karena perselisihan mengenai

mengkr

transpara

tanduk.

keputusan yang d yecahan Golkar semakin
jelas saat di Bali. Pada Rabu
kalah, kelompok Agung juga Mlunas tandingan di Ancol, Jakarta,
tak lama setelah Munas Bali selesai. Agung terpilih menjadi Ketua Umum

Golkar hasil Munas Jakarta, pada Senin (8/12/2014) dini hari. Inilah kali

pertama dalam sejarah terjadi dualisme kepemimpinan di tubuh Golkar.'

*http://septa 51.web.unej.ac.id/konflik.internal-partai-Golkardiakses pada 26 Juni 2016, 11:34.
"http://nasional kompas.com/Konflik.Internal, sebagai ujian.Soliditas.Golkar diakses pada 26 Juni
2016, 12:18.
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Penyelenggaraan dua musyawarah nasional yang berbeda adalah
puncak dari perebutan kekuasaan yang terjadi kemudian. Sejak saat itu,
konflik internal Golkar jadi prahara yang tak berkesudahan. Kedua kubu

saling klaim sek gurus sah. Konflik in membuat Golkar tidak

pihak saling
dari Agung

ubu Aburizal

premature. Majelis hakim berp bahwa penyelesaian konflik lebih baik
dikembalikan kepada mekanisme internal partai Golkar sendiri.

Aksi saling menggugat masih terus berlanjut diantara kubu Agung
Laksono dan kubu Aburizal Bakrie.'> Pada tanggal 10 Maret 2015, Munas

Ancol yang dilaksanakan oleh kubu Agung Laksono disahkan oleh Menteri

" http://nasional kompas.com/pertempuran.jelang.pemilihan.Golkar-1 diakses pada 27 Juni 2016,
08:05.

2 Yuliani Iriana Sitompul, Penyelesaian Sengketa Internal Partai Politik Indonesia: Problem dan
Tantangannya, Makalah Konferensi Hukum Tata Negara III, Tahun 2016. Him. 4
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Hukum dan HAM serta pada tanggal 17 Maret 2015 Ketua Mahkamah Partai
Golkar juga menerima pengesahan tersebut. Namun kubu Aburizal Bakrie

tidak bisa menerima keputusan dari Menteri Hukum dan HAM serta ketua

Laksono pada

hal yang ganjil

Socharto, PPP sempat mengalami beberapa kali perpecahan internal di masa
orde baru. Soeharto dengan sistem autoritariannya kerap menunjuk elit-elit
partai yang dekat dengannya tetapi belum tentu mendapatkan legitimasi kader

partai untuk menjadi pimpinan PPP.

1> Wira Atma Hajri, Quo Vadis (Negara Hukum dan Demokrasi Indonesia) Ketika Negara
Dijalankan di Alam Kepura-puraan, Genta Press, Yogyakarta, 2016, him. 109

' Litbang Kompas, Partai Politik Indonesia 1999-2019 (Konsentrasi dan Dekonsentrasi Kuasa),
Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2016, hlm. 123.

10



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

Soeharto juga berpengaruh, secara langsung ataupun tidak langsung,
untuk menyingkirkan beberapa elit PPP yang berlawanan dengannya saat itu.

Berakhirnya orde baru tidak lantas mengakhiri pertikaian internal PPP, konflik

kembali mengh artai pada 2002 dg ‘ alu. Pada tahun 2002,
'ﬂ“‘:‘ h@ 0
: )

lan saat gerakan

o

menimbulkan

ai Bintang

M’ﬁ‘m

konflik internal yang Q; Q p ahun, be cangan bukanlah persoalan
; e

biasa.” Konflik internal Pa elemahkan konsolidasi Parpol dan
pada akhirnya mengancam kualitas demokrasi. Ini merupakan salah satu
kelemahan negara-negara demokrasi baru seperti Indonesia dimana para elit

politik masih sulit membangun konsensus di antara mereka, bahkan elit dalam

sebuah partai sekalipun.

15 Litbang Kompas, op.cit, hlm. 199

11
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Konflik yang dialami oleh kedua partai ini, setidaknya menghasilkan
beberapa dampak buruk yang menghampiri gerak langkah partai politik

tersebut. Pertama, terganggunya kinerja anggota legislatif. Kader Parpol yang

politik dengan adanya

Q%N
&
=
g
=z
IS
g

konflik an partai politik

.
&
I3,
=4
S
=
(=2

Dari konflik internal partai politik tersebut membuktikan bahwa partai
politik saat ini belum bisa melaksanakan fungsinya dengan baik terutama
sebagai pengendali konflik. Pada prinsipnya fungsi partai sebagai pengendali
konflik ini adalah untuk berusaha mengendalikan konflik yang ada dengan
cara berdialog dan berkompromi, namun pada kenyataannya partai politik

tidak bisa melaksanakan fungsi ini untuk internal mereka. Ketidakmampuan
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elit partai dalam mengelola konflik dalam kubu strukturalnya,
mengindikasikan belum terlembaganya partai politik secara baik. Diperlukan

mekanisme penyelesaian konflik internal di tubuh partai tersebut yang

sebagai sosok

besar dalam

bersikeras menganggap -masing antara mereka merasa benar.
Tentunya sikap ini justru akan dapat mempengaruhi seluruh anggota partai
dan berpandangan bahwa seorang ketua umum tidak berlaku bijaksana.

Maka dari permasalahan itu diperlukan seorang ketua umum partai
politik yang bukan hanya memiliki elektabilitas tetapi memiliki rasa
tannggungjawab dan pengorbanan terhadap partai yang dipimpinnya sehingga

segala permasalahan konflik yang ditimbulkan oleh hasil keputusan Munas

13
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seharusnya dipertimbangkan oleh Ketua Umum Partai Politik. Akan tetapi
sebaliknya apabila Ketua Umum Partai Politik justru bersikeras dan

bersikukuh mempertahankan pendapatnya sehingga berakibat tidak

.. mekanisme yang baik di

ele di jalur hukum maupun di
e

mngan yang baik ketua umum partai

dalam struktural pa . Q Q
jalur pendekatan politik deng
dan alat-alat kelengkapan di dalam struktur partai politik tersebut. Sehingga
partai politik tidak melahirkan ketua umum yang otoritarian/otoriter yang
mampu dan menguasai secara sewenang-wenang kekuasaannya untuk
mendapatkan kekuasaan individualnya atau lebih dikenal dengan istilah yang
dikemukakan oleh Lord Acton “the power tends to corrupt absolutly tends to

corrupt (kekuasaan cenderung disalah gunakan)”. Maka didasari oleh itu

14
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penulis berkeinginan mengkaji melalui tesis ini pentingnya peranan seorang
ketua umum partai politik dalam menentukan arah dan kebijakan di dalam

sebuah partai politik yang mestinya menjalankan nilai-nilai yang terkandung

“Penyelesaian
pada ayat (1)
ain yang dibentuk

ingea amanat dari ang-Undang tersebut sudah

Pilpres, partai tersebut tidak dapat mencalonkan kadernya, dalam kata lain
didiskualifikasi oleh penyelenggara pemilihan umum (KPU).

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan
penelitian ini dengan judul “POLITIK HUKUM PEMILIHAN KETUA
UMUM PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
DI INDONESIA (ANALISIS KONFLIK DUALISME PARTAI
GOLKAR DAN PPP)”.
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B. Masalah Pokok
Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah disebutkan diatas,

masalah pokok yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai

berikut :

2. Kegunaan dari Pe 'i ,-. i »

a. Penelitian 1 . arar guna ‘untuk perkembangan wacana

demokrasi partai po a yang berkaitan dengan pokok
masalah penelitian.

b. Menambah wacana baru dalam kajian demokrasi partai politik yang
berbasis pada nilai keadilan dan persamaan hak dan kewajiban

sehingga dapat meminimalisir terjadinya sengketa yang ditimbulkan

akibat dari internal partai.

16



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

D. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

sehingga peran warga nega an dalam pembentukannya.

Pengertian tentang negara hokum masih terus berkembang sampai
hari ini. Untuk pertama kali cita negara hukum ini dikemukakan dalam
Abad XVII di Inggris.'” Kemunculan ide negara hukum tersebut

dilatarbelakangi oleh situasi dan kondisi Eropa Barat yang mirip dengan

1 Mohammad Hatta, Alam Pikiran Yunani, Ul Press, Jakarta, 1986, hlm. 87
7 Azhary, Negara Hukum Idonesia (Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya), Ul
Press, Jakarta, 1995, him. 1.
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situasi dan kondisi zaman Yunani Kuno, yaitu kesewenang-wenangan
penguasa. Kesewenang-wenangan penguasa (Raja) terjadi karena

kekuasaan Raja yang bersifata Absolut (tanpa batas) dan control dari

s dijalankan oleh
ketertiban dan
negara adalah

an perekonomian

.Q dapat melakukan aktivitas
dengan aman un ‘ : han kehidupannya. Dengan
demikian, ide negara hukum penjaga malam menghendaki pemisahan
tugas negara dan rakyat (Staatsonhouding).

Istilah Negara hukum merupakan terjemahan langsung dari
rechtsstaat. lIstilah rechtsstaat mulai dipopulerkan di Eropa sejak abad

XIX meskipun pemikiran tentang itu sudah ada sejak lama. Istilah the rule

81bid., hlm. 46.
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of law mulai populer dengan terbitnya sebuah buku dari Albert Venn
Dicey tahun 1885 dengan judul Introduction to of law of the constitution.”

Dari latar belakang dan sistem hukum yang menopangnya, terdapat

gang komando

WA

e

ya memimpin

berkembang secara evolusioner.

Hal ini tampak dari isi atau kriteria rechsstaat dan kriteria the rule
of law. Konsep rechtsstaat bertumpu atas sistem hukum kontinental yang

disebut civil law, sedangkan konsep the rule of law bertumpu atas sistem

"% Ibid., hlm. 39.
22 Moh. Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Rajawali Press, Jakarta, 2012,

2! Ni’matul Huda, Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan),
FH UII Press, Yogyakarta, 2014, him. 141
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hukum yang disebut dengan common law. Karakteristik civil law adalah

administratif, sedangkan karakteristik common law adalah judicial.

Adapun ciri-ciri rechtsstaat adalah :

ndang Dasar itusi yang memuat

i '
i’ erlu mendapat

)
ﬂ ukum. Secara

melindungi dan memelihara elamatan hidupnya. Menurut pendapat
Bellefroid, mengatakan bahwa negara itu suatu persekutuan hukum yang
menempati suatu wilayah untuk selama-lamanya dan yang dilengkapi

dengan suatu kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan kemakmuran

rakyat yang sebesar-besarnya.

22 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, him. 74.
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Aristoteles (Filosof dan Ilmuwan Yunani ini hidup antara 384-322
SM)* mendefenisikan negara sebagai sebuah persekutuan keluarga dan

desa untuk mencapai kehidupan sebaik-baiknya. Aristoteles menggunakan

& pada raja yang

mengatasi kekacauan dan apabila perlu ia harus berlaku kejam untuk
menindasnya.”*
Demikian pula yang dikonsepsikan oleh Al-Mawardi dan Ibnu

Khaldun. Keduanya mendefinisikan negara sebagai misi kelanjutan Nabi

untuk melindungi agama dan mengatur dunia. Oleh karena itu Ibnu

»E. Fernando M. Manullang, Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan
Antinomi Nilai, Buku Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 44
#Ni’matul Huda, /lmu Negara, Rajawali Pers, Yogyakarta, 2010, hlm. 9.
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Khaldun berpendapat bahwa seharusnya negara berdasarkan agama agar

supaya segala sesuatu yang berhubungan dengan negara itu berada di

bawah naungan pengawasan Tuhan®.

dengan negara di sini

] ‘
AR H ‘ .Qg ’
ﬁ' oleh warga

dsar negara

(legal order) hanya terkait dengan perilaku manusia, tetapi juga dengan

kondisi tertentu yang terkait dengan prilaku manusia®’.

Muhammad Alim, Trias Politica Dalam Negara Madinah, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 25.

*Bernard L. Tanya dkk, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi, Genta
Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 212

7 Jimly Assiddigie dan Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, KONPress,Jakarta, 2012,
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Menurut para ahli hukum, bahwa negara hukum pada hakikatnya
adalah negara yang menolak melepaskan kekuasaan tanpa kendali. Negara

yang cara penyelenggaraannya berdasarkan hukum yang adil dan

arga negara
tidak boleh

an  peraturan-

khusus demokrasi yang ngsi diktator proletar. Demokrasi

rakyat adalah demokrasi yang berkembang yang apabila dilhat dari
namanya seolah-olah seluruh atau paling tidak sebagian besar rakyat
Negara bersangkutan terlibat. Dalam hal ini ada juga yang menamakan

demokrasi proletar.

% Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas llmu Negara dan Politik, Eresco, Bandung, 1971, hlm. 38.
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Proletar ialah golongan rakyat yang sosial ekonominya tergolong
rendah. Selanjutnya, karena di dalam kehidupan demokrasi proletar

tersebut yang memiliki kekuasaan secara mutlak adalah kaum proletar,

juga ada juga yang
ng menyebut
cara kerja

umum dan

benar terpisah, bahkan saling mempengaruhi. Orang-orang yang
mengemukakan teori pemisahan kekuasaan negara adalah Jhon Locke dan
Montesquie. Jhon Locke seorang ahli ketatanegaraan Inggris, ia adalah

pertama yang dianggap membicarakan teori ini. Dalam bukunya yang
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berjudul Two Treatises on civil Government (1690), Jhon Locke

memisahkan kekusaan dari tiap-tiap negara dalam:*

1. Kekuasaan /egislative, kekuasaan untuk membuat undang-undang

j an undang-undang.
Sl LTSS Al T :
adan di luar
P

n dan aliansi

kekuasaan FEksekutif, da Yudikatif. Ketiga kekuasaan ini
melaksanakan semata-mata dan selengkap-lengkapnya kekuasaan yang
ditentukan padanya masing-masing.

Menurut Montesquie dalam suatu sistem pemerintahan negara,
ketiga jenis kekuasaan itu harus terpisah, baik mengenai fungsi (tugas)

maupun mengenai alat kelengkapan (organ) yang melaksanakan:*

¥ Azhary.,Op. Cit., hlm. 93
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1. Kekuasaan Legislatif, dilaksanakan oleh suatu badan perwakilan rakyat

(parlemen).

2. Kekuasaan FEksekutif, dilakukan oleh pemerintah (presiden atau raja

“Apabila kekuasaan Legislatif dan kekuasaan eksekutif dipegang
oleh salah satu orang atau badan, maka itu aka nada
“kemerdekaan” (Liberty) karena ada kehawatiran diantara
anggota masyarakat bahwa seorang (Monarch) atau suatu badan
yang berkuasa itu akan membuat peraturan-peraturan yang kejam
dan sekaligus akan melaksanakan peraturan-peraturan itu secara

kejam”.’!

3 Ibid., him. 94.
3! Inu Kencana Safi’i, Trias Politika Dalam Negara Madinah, Bumi Aksara, Jakarta, him. 79.
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Monopoli atas ketiga kekuasaan tersebut dapat dibuktikan dalam
sembayon Raja Louis XIV “L’Etat Cest moi” (negara adalah saya),

kekuasaannya berlangsung hingga permulaan abad XVII. Setelah pecah

entang kekuasaan yang

berdasarkan kedaulatan rakyat, maka badan perwakilan rakyat harus
dianggap sebagai badan yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk
menyusun undang-undang, badan inilah yang disebut dengan
Legislatif. Sebagai badan pembentuk undang-undang, maka legislatif

hanya berhak untuk membentuk undang-undang saja, tidak boleh

**RM.A.B.Kusuma, Sistem Pemerintahan “Pendiri Negara’ versus Sistem Presidensiel “Orde
Reformasi”’, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 186
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melaksanakannya. Untuk menjalankan undang-undang itu harus
diserahkan kepada suatu badan lain. Yaitu badan yang memiliki

kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang atau “Eksekutif”.

cative powers).

hakiman) ialah

terdapat dua golongan, yaitu golongan pemerintah yang memegang
kekuasaan dan rakyat yang diperintah. Kekuasaan yang berada dalam
tangan pemerintah dikehendaki agar supaya dipergunakan sebagai alat
untuk menertibkan, mengamankan dan menyejahterakan masyarakat,
bukan untuk disalahgunakan yang berakibat menyusahkan,

menyengsarakan, dan menindas rakyat yang diperintah.
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Kekuasaan, seperti disebutkan dalam Al-Quran dan diikuti oleh
Lord Acton tersebut cenderung bersalahguna apalagi jikalau kekuasaan
itu terlalu besar karena terkumpul pada satu orang atau satu badan.

;77 adanya

atu negara

dengan peraturan-peraturan legislatif tersebut, dan b. apakah
kekuasaan eksekutif tersebut tidak menyimpang dari prinsip-
prinsip yang termuat di dalamnya, kekuasaan itu dinamakan

kekuasaan yudikatif.

*Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum (Peraturan Kebijakan Dan Asas-Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik), Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 18.
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Ide pemencaran kekuasaan dalam negara sebagaimana dikatakan
diatas adalah upaya untuk membatasi terkonsentrasinya kekuasaan itu

dalam tangan seseorang. Kekuasaan itu harus dipencar sedemikian rupa

erupakan kekuasaan yang diperoleh
secara konstitusional, karena kekuasaan juga bisa diperoleh secara.
Adapun beberapa pengertian kewenangan dan wewenang menurut para

ahli, antara lain, sebagai berikut.
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1. Menurut Phillipus M. Hadjon, kewenangan (bevoegdheid, legal power,
competence)34 dideskrifsikan sebagai kekuasaan hukum (rechtmacht).

Jadi dalam konsep hukum public, wewenang berkaitan dengan

dapat dijelaskan sebaga aruhan aturan-aturan yang berkenaan

dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek
hukum publik dalam hukum publik).
5. Menurut pandangan Max Weber erat dengan hubungan dalam

masyarakat, di mana ada yang memerintah dan ada yang diperintah

*Philipus M. Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the
Indonesian Administrative Law), UGM Press, Yogyakarta, 2011, him. 140
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(the rule and the roled). Dengan demikian ada kekuasaan yang
berkaitan dengan hukum (/egal/) da nada pula yang tidak berkaitan

dengan hukum (illegal). Kekuasaan yang berkaitan dengan hukum

kewajiban (rechten en plic . Dalam kaitan dengan otonomi daerah,
hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri
(zelfregelen) dalam mengelola sendiri (zelfbesturen), sedangkan kewajiban
secara  horizontal berarti kekuasaan untuk menyeenggarakakn
pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk

menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan dalam

suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.
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E. Konsep Operasional
Penulis menggunakan beberapa istilah di dalam penelitian ini, yang

selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut:*’

deologi tertentu

pok terorgansir

e. Sistem ketatanegaraan adala politik yang ditetapkan bangsa yang
berangkutan tanpa harus mengikuti teori atau sistem di Negara lain yang
dianggap “seolah-oleh” asli atau murni. Analisis adalah penguraian suatu
pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta

hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan

pemahaman arti keseluruhan.

3SProgram Pasca Sarjana, Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum, PPS UIR,
Pekanbaru, 2015, hlm. 9
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f. Konflik adalah proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga

kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain

dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

g. Dualisme ad AL i id lua prinsip yang saling

s_

%
%
F. Metode Pene 0

NET} WeJS] Se}ISIoAIUN) ﬂEB){BJSﬂdJﬂ&
I disay yejepe 1ul udwnyo(g

meneliti kasus ini, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah
semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu
hukum yang sedang diteliti, untuk mempelajari adakah konsistensi dan
kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya

atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi
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dan undang-undang. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah diskriptif

analitis.>®

b. Objek Penelitian

AN

+ 02N

I.

2.

S
&
S
o
c
S
&
5
I

Keputusan Mneteri,

raktat, Konvensi,

Undang-Undang Das
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik;
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Bantuan

Keuangan kepada Partai Politik;

% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta, 2012, hlm. 5

3 Ibid., hlm.69
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6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Tentang
Tata Cara Penghitungan Penganggaran dalam APBD, pengajuan,

penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan
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seperti ensiklopedia, Ka Besar Bahasa Indonesia, surat kabar,
majalah, dan dokumen-dokumen lain yang dapat menjelaskan

permasalahan yang diangkat penulis.

d. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan
Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode penelitian

hukum normatif, data dapat dianalisis secara kualitatif. Analisis secara
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kualitatif =~ merupakan  analisis dengan cara  mendiskripsikan/
menggambarkan, kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Penarikan

dengan cara_ing at duktif sesuai dengan

b1 1SS W o

o

‘\\\\\\\\\\\“

%
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BAB 11
TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI
DAN PARTAI POLITIK

ang lampau, yaitu
dan gagasan

eformasi seta

merupakan demokrasi berdasarkan perwakilan (representative democracy).
Gagasan demokrasi Yunani boleh dikatakan hilang dari muka dunia barat
waktu bangsa Romawi, yang sedikit banyak masih kenal kebudayaan Yunani,
dikalahkan oleh suku bangsa Eropa Barat dan benua Eropa memasuki Abad

Pertengahan (600-1400).

3T Azhari, Negara Hukum dan Demokrasi, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, him. 54
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Demokrasi Kontitusional Abad Ke-19 sebagai akibat dari keininginan
untuk menyelenggarakan hak-hak politik itu secara efektif timbullah gagasan

bahwa cara yang terbaik untuk membatasi kekuasaan pemerintah ialah dengan

kekuasaan (distribution of power/division of power)™ di antara lembaga-
lembaga kenegaraan (seperti antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif) atau
yang hanya merupakan suatu anatomy of a power relationship, yang dapat

diubah atau diganti kalau power relationship, itu sudah berubah (Pandangan

% Feri Amsari, Pengisian Jabatan Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi, Rajawali Press, Jakarta,
2016, hlm. 351

%0 Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi (Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam
Sistem Presidensial Indonesia), Rajawali Press, Jakarta,2013, hlm. 77
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ini  antara lain dianut di  Uni Soviet yang menolak gagasan
konstitusionalisme).*!

Tetapi dalam gagasan konstitusionalisme undang—undang dasar di

pandang sebag fungsi khusus, yaitu
‘ "h%ﬁ“‘ .9 0. dan di pihak
' AT ‘ 1dang dasar

)

&
5
=
(¢}
S
73
(¢}
S
=

'
e

Oleh Stahl disebut €

b) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (di
Negara-negara Eropa Kontinental biasanya Trias Politika)
¢) Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (wetmatigheid van bestuur)

d) Peradilan adminitrasi dalam perselisihan.

nu Kencana, llmu Pemerintahan, Jakarta, Sinar Grafika, 2010. hlm 57
*> Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Rajawali Press,
Jakarta, 2012, hlm. 179
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Unsur-unsur  Rule of law dalam arti yang klasik, seperti yang

dikemukan oleh A.V. Dicey dalam Introduction to the Law of the Constitusion

mencakup:
a. Supremasi at e law); tidak adanya
), dalam arti
b pralit before the
c gara lain oleh
pemerintahan
yang se ketatanegaraan
Lebih je a “Democration
to Demo ai sistem politik
sebagai be

ebijaksanaan umum
yang diawasi secara

Lebih lanjut B. Mayo yatakan bahwa demokrasi didasari oleh
beberapa nilai, yakni : Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara

melembaga.

Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu
masyarakat yang sedang berubah (peaceful change in a change society);

Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (orderly ssuccession of

* Miriam Budiardjo, Dasar Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, him 117.
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rulers); Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (minimum of
coercion);

Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity)
tercermin  dal

dalam masya aragaman pendapat,

kepenti e ku s m dilan. Untuk
mel OA%SIf ang perlu
diper %Rﬁﬁ sudﬁ% , Suatu Dewan
Perwa n an: kepentingan-
kepenti a ilihan umum
yang bebas r i atas Tse a dua calon untuk
setiap - asi;p 1 y_a;'gg_. au lebih partai
politik, pers edia A ;;b‘:'-' akan pendapat, dan
sistem an ak asasi dan

sia yang terbagi

mempert 1 % Rfsb
kedalam b € donesia diwarnai

berbagai mac 1S olog

. Perkembangan De

Perkembangan demo nesia telah mengalami pasang surut.
Selama berdirinya Republik Indonesia ternyata masalah pokok yang dihadapi
ialah bagaimana, dalam masyarakat yang beraneka ragam pola budayanya,
mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi di samping membina suatu

kehidupan sosial dan politik yang demokratis. Pada pokoknya masalah ini

berkisar pada penyusunan suatu sistem politik di mana kepemimpinan cukup

* Dhurorudin Mashad, Akar Konflik Politik Islam di Indonesia, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2008,

hlm 1.
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kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta Nation of Building,

dengan partisipasi rakyat seraya menghindarkan timbulnya diktator, apakah

diktator ini bersifat peroranagan, partai ataupun militer.

yang karena
Demokrasi
bulan sesudah
am Konstitusi
ndang Dasar

emokrasi sistem

kabinet berdasarkan koalisi yang berkisar pada satu atau dua partai besar
dengan beberapa partai kecil. Sehingga kabinet seringkali jatuh karena
keretakan dalam koalisi sendiri. Umumnya, kabinet dalam masa pra-

pemilihan umum yang diadakan pada tahun 1955 tidak dapat bertahan

lebih lama dari rata-rata 8 bulan, dan hal ini menghambat perkembangan

* Miriam Budiardjo., Op. Cit, hlm. 128
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ekonomi dan politik oleh karena pemerintah tidak mendapat kesempatan

untuk melaksanakan programnya.

. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), yaitu masa Demokrasi

dan meluasnya
n 5 Juli dapat

ari kemacetan

£ LB

tagan
o

menyeleweng terhadap ketentuan UUD. Partai politik dan pers yang
dianggap menyimpang dari rel revolusi ditutup, tidak dibenarkan, dan
dibredel, sedangkan politik mercusuar dibidang hubungan luar negeri dan
ekonomi dalam negeri telah menyebabkan keadaan ekonomi menjadi

bertambah suram.*®

4 Ibid., him. 130
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c. Masa Demokrasi Pancasila (1965-1998), yaitu masa Demokrasi Pancasila

yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem

presidensial. Masa Demokrasi Pancasila, landasan formal dari periode ini

pemilu. Semua OPP, kecuali Golkar, menghadapi berbagai kendala dalam
menarik dukungan dari para pemilih, antara lain karena adanya asas
monoloyalitas yang sudah disebutkan sebelumnya. Setelah fusi 1973 yang
menghasilkan 2 partai politik di samping Golkar, tidak ada perubahan
dalam pemilu, karena sudah dipastikan Golkar akan memenangkan setiap

Pemilu. Hal ini disebabkan karena Golkar mendapatkan dukungan dan
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fasilitas dari pemerintah, sedangkan dua partai lainnya yaitu Partai
Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

menghadapi banyak kendala dalam memperoleh dukungan dari para

ya Orde Baru

emokratisasi di

suara terbanyak yakni 33,76 persen suara di lembaga legislatif tidak
otomatis menjadikannya sebagai orang nomor satu di republik. Sebab
politik identik dengan persaingan yang berupaya menciptakan segala
kemungkinan. Kelompok politisi partai Islam yang tergabung dalam
kelompok ‘“Poros Tengah”, yang dimotori oleh Amien Rais. Mereka

memilih Abdurrahman wahid (presiden) dan Megawati (wakil presiden).
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Sejarah Perkembangan Demokrasi dan Partai Politik
Indonesia 1908-2006
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Periode Sistem Pemerintahan Sistem Partai
Pemerintahan
1908-1942 Zaman Kolonial Sistem Multi-partai
1942-1945 Zaman Pendudukan Jepang | Partai Politik Dilarang
17 Agustus Zaman Demokr
1959 nter
s i
e
4 %?\gﬁﬁsnfgw i-partai
S Wy i Rf
- i rtai
is Multi-partai.
mum 1955
si 27 Partai dan
rorangan yang
—, - ursi di DPR.
= HE =
1 1 emokrasi  Terpimpin; at = Pemerintah, 3
1945  dicabut
penyederhanaan

p ehingga hanya ada 10
& R\) ang diakui: PKI, PNI,
K A N B R Katolik, Partindo,
RS Partai Murba, PSII
IPKI, dan Partai
erti. Masyumi dan
dibubarkan pada tahun
60

Dibentuk front nasional yang
mewakili semua kekuatan
politik. PKI masuk
berdasarkan prinsip
Nasakom, ABRI  masuk

lewat IPKI.

1965-1968 Demokrasi Pancasila;
UUD 1945

1. 1966 PKI dan Partindo di
bubarkan

2. 27 Juli 1969 Konsensus Nasional a.l. 100
Anggota DPR  diangkat
dengan 1/3 anggota MPR

3. 1967-1969 Eksperimen Dwi Partai dan
Dwi Grup diberlakukan di
beberapa kabupaten di Jawa
Barat, namun dihentikan
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pada awal 1969.

4. 1971 Pemilihan Umum dengan 10
Partai
5. 1973 Penggabungan 4 Partai Islam

(Partai NU, Parsumi, PSII
RTI) menjadi 1 partai

Orsospol
Aulti-partai

e sistem Multi-
milu dengan 48
ai masuk DPR.
an 24 Partai, 7
DPR, yaitu
r, PDIP, PKB,
emokrat, PKS,

Sumber: : diardjo, ed , Partisipasi dan tai Politik (Jakarta:

dianggap penting dalam kaitan proses demokratisasi didalam partai itu sendiri.

B. Tinjauan Umum Tentang Partai Politik

1. Sejarah Perkembangan Partai Politik
Partai politik pertama-tama lahir di Negara-negara Eropa Barat dengan

meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan

7 Ibid., hlm. 457
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serta diikut sertakan dalam proses poltik, maka partai politik telah lahir secara
spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan

pemerintah di pihak lain.

EA L

=
&
A
v
prens
&

Partai semacam ini dalam praktiknya hanya mengutamakan
kemenangan dalam pemilihan umum, sedangkan pada masa antara dua
pemilihan umum biasanya kurang aktif. Sementara itu, partai tidak memiliki
disiplin yang ketat, dan pemungutan iuran tidak selalu dipentingkan. Partai ini
dinamakan patronage party (partai lindungan yang dapat dilihat dalam rangka

patron-clientrelationship), yang juga bertindak sebagai broker. Partai
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mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota; maka dari

itu ia sering dinamakan partai massa. Oleh karena itu ia biasanya terdiri atas

pendukung dari berbagai aliran politik dalam masyarakat, yang sepakat untuk

(politica

western

sebagai posisi sentral (rakyat yang berkasa).*®

Konsensus ini menurut Bell, telah mengakhiri debat mengenai ideologi
secara tuntas.”’ Dari sisi terminologis, istilah “partai” membawa gagasan
tentang bagian (part). Istilah part masuk ke dalam Bahasa Perancis partager,

yang artinya membagi-bagi, dan masuk dalam Bahasa Inggris “partakin”

*Charles Simabura, Pengisian Jabatan Pimpinan Lembaga Negara Independen, Rajawali Press,
Jakarta, 2016, hlm. 186
“Miriam Budiardjo, Op. Cit, hlm. 402

50



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

(mengadakan kemitraan dan partisipasi). Partai politik oleh para ahli
didefinisikan secara beragam. Carl J. Friedrich mengartikan partai politik
sebagai kelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan

merebut atau m itahankan penguasaan intahan bagi pimpinan

penguasa dan rakyat.

Dengan mengutip sejumlah contoh, Huttington menunjukkan
bagaimana kemerosotan lembaga-lembaga  berkaitan erat dengan
ketidakstabilan, dan ini berarti kemerosotan politik, bukannya pembangunan
politik.”® Ta juga menyebut pelembagaan partai politik merupakan proses

pemantapan sikap dan perilaku partai yang terpola atau sistemik sehingga

%Y ahya Muhaimin dkk, Masalah-Masalah Pembangunan Politik, Gadjah Mada University Press,
Yogyakarta, 1988, hlm. xix
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terbentuk suatu budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem

demokrasi.

Sementara itu, variable umum yang biasa digunakan untuk menelaah

Dalam menyelenggarakan pemerintahan tidak ada satupun Negara
yang tidak menggunakan partai politik yang di dukung dengan sistem politk
suatu Negara, yang tidak akan dapat dilepaskan dari sistem dan bentuk
pemerintahan yang dianut oleh Negara yang merupakan cerminan suatu

Negara adalah sistem politik suatu Negara yang bersumber dari partai politik
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yang ada. Menurut Carr (1965),”' “political party is an organization that

attemps to achieve and maintain control of goverment * (Partai politik adalah

suatu organisasi yang berusaha untuk mencapai dan memelihara pengawasan

semakin menguatnya posisi acktor politik, khususnya posisi politik para sosok
yang memegang kendali kuasa tertinggi partai selama ini.
Apa yang berlangsung dalam kehidupan partai politik, khususnya

setelah konsolidasi partai dilakukan melalui berbagai ajang musyawarah

3! Hafied Cangara, Komunikasi Politik; Konsep, Teori, dan strategi, Rajawali Press, Jakarta, 2014,
hlm. 166.

>? Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di
Indonesia, Ul Press, Jakarta, 1983, hlm. 88.
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nasional, muktamar maupun kongres partai yang agenda utamanya memilih

kepemimpinan partai, lebih banyak menunjukkan suatu kisah transformasi

corak kepartaian yang semakin menonjolkan kekuatan sosok kepemimpinan

dalam semangat kekeluargaan serta semakin tegak tumbuhnya kehidupan yang
konstitusional, demokratis dan berdasarkan hukum yang dilandasi Pancasila
dan UUD 1945; Untuk mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum yang
berintikan keadilan dan kebenaran perlu ditingkatkan sehingga hukum benar-

benar menjadi pengayom masyarakat, memberi rasa aman, menciptakan
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lingkungan dan iklim yang mendorong kreatifitas dan partisipasi masyarakat

dalam demokrasi nasional.

biasany:

konvers

represi,

digabungkan, pendapat da tadi diolah dan dirumuskan dalam
bentuk yang lebih teratur. Proses ini dinamakan perumusan kepentingan
(interest articulation).” Menurut Sigmund Neumann dalam hubungannya
dengan komunikasi politik, partai politik merupakan perantara yang besar

yang menghubungakan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan

>3 Beddy Iriawan Maksudi, Sistem Politik Indonesia (Pemahaman Secara Teoretik dan Empirik),
Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 282.
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lembaga pemerintah yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi
politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.

b) Sebagai Sarana Sosialisasi Politik. Suatu definisi yang dirumuskan oleh

erat dengan
| internal partai

k kepentingan

seluas mungkin untuk menunjukkan latihan (¢raining) dan persiapan untuk
kepemimpinan: terbuka untuk masyarakat, penampilan badan legislatif
pemerintah atau fungsi lain oleh anggota partai, dan tentu saja, kompetisi

yang baik adalah dalam pemilihan. Sebagian adalah pemimpin dalam

masyarakat, kecuali mereka yang dapat mencapai jabatan pemerintah

> Miriam Budiardjo., Op. Cit, him. 407
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tanpa masuk dan bepartisipasi secara aktif dalam partai. Angkatan
bersenjata, universitas ataupun dunia bisnis, kadang-kadang dapat

memunculkan ~ “pemimpin-pemimpin  politik”. Naiknya pemimpin

Birokrasi, ke posisi

Partai politik menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang
Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh
sekelompok WNI secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita

untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota,

55 Ibid., hlm. 409
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masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan NKRI

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Dari berbagai definisi yang ada Sigit Pamungkas merumuskan

Sebagai sarana suksesi politik, yaitu proses dimana seseorang
memperoleh pandangan, orinetasi, dan nilai-nilai dari masyarakat dimana dia
berada. Proses tersebut juga mencakup proses dimana masyarakat mewariskan
norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya; Sebagai
sarana rekrutmen politik (instrument of political recruitment), yakni proses

melalui partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk
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berpartisipasi dalam proses politik. Sebagai sarana pengatur konflik, yakni
bahwa dalam Negara demokrasi yang masyarakatnya terbuka dan plural,

perbedaan dan persaingan pendapat sangatlah wajar, akan tetapi sering

kehidupan masyarakat, berba bernegar dan penciptaan iklim yang

kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan

masyarakat.

a. Menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam
merumuskan dan menetapkan kebijakan publik;

b. Partisipasi politik warga Negara Indonesia;

36 Hafied Cangara., Op.Cit., him. 171
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c. Rekrutmen politik dalam proses penyisihan jabatan politik melalui

mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan

gender.

Sekber Golkar ini lahir karena rongrongan dari PKI beserta
ormasnya dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di luar Front
Nasional yang makin meningkat. Sekber Golkar ini merupakan wadah dari
golongan fungsional/golongan karya murni yang tidak berada dibawah

pengaruh politik tertentu. Terpilih sebagai Ketua Pertama Sekber Golkar

°7 https://partaigolkar.or.id/sejarah, diakses pada tanggal 18 Agustus 2017, Pukul 10:04 WIB
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adalah Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan Mayor
Jenderal (Mayjen) Suprapto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional

(Mukernas) I.

b ‘ dengan pesat, karena
%‘1“ .Q@. olkar dalam
j : ﬁ 1 fungsional

o

%
Ormas Pertahana ‘ :
f. Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI)

Dalam periode tahun 1960-an, pimpinan AD seperti Jenderal
Nasution dan Jenderal Ahmad Yani melihat elemen-elemen kekuatan kiri

dan khususnya PKI semakin besar. Untuk membendung pengaruh politik

kiri tersebut, terutama mengimbangi kekuatan organisasi-organisasi yang

58 Dewi Ambar Sari dkk, Beribu Alasaan Rakyat Mencintai Pak Harto, Jakarta Citra, Jakarta,
2006, hlm. 153
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berafiliasi dengan PKI, AD juga membentuk organisasi yang berafiliasi

dengannya hampir di setiap sektor seperti Badan Kerjasama (BKS) antara

militer dan masyarakat sipil, BKS Pemuda-Militer, BKS Ulama-Militer,

bentukan militer, 10 organisasi intelektual seperti Ikatan Sarjana Ekonomi
Indonesia, 10 organisasi pelajar dan mahasiswa, lima organisasi
perempuan, empat asosiasi media, dua organisasi petani dan nelayan,
keempat angakatan bersenjata turut serta menandatangani pembentukkan
Sekber Golkar. Ketika itu Komite Eksekutif Sekber Golkar diketuai oleh

Brigjen Djoehartono yang juga ketua Front Nasional, dan empat wakil

59 Ibid., hlm. 152
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ketua yaitu Imam Pratigno (salah seorang pemimpin PNI), Jenderal
Djamin Ginting (AD), dan S.Sokowati (Hankam). Meskipun demikian,

kegiatan sekber Golkar belum efektif sehingga kekuatan anti-komunis

ch Soksi,Kosg . Peristiwa Gerakan

51 sebagai mesin

am politik.*’

partai politik masa lalu, yang dimata pemegang kekuasaan dilihat sebagai
sumber kekecawaan politik dan kebangkrutan ekonomi negara.

Diawal periode inilah kepemimpinan militer begitu kental di
Golkar. Sejumlah deretan namadari kalangan militer menduduki kursi
ketua umum Golkar; Brigjen. TNI (Purn) Djuhartono (1964-1967),

Mayjen. TNI Suprapto Sukowati (1967-1972), Mayjend. TNI Amir

% Kompaspedia, Partai Politik Indonesia 1999-2019, op. cit, him. 114
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Murtono (1972-1983), Letjen. (Purn.) Sudharmono (1983-1988), dan
Letjen. (Purn.) Wahono (1988-1993). Hampir tidak ada dinamika politik

berarti yang mengiringi suksesi kepemimpinan Golkar pada periode

Pertarungan sesungguhnya mulai terjadi dikalangan elite Golkar

dalam arena Musyawarah Nasional Luar Biasa. Dimana terjadi
pertarungan antara dua, kubu, yaitu kubu Akbar Tandjung dan kubu Edy
Sudrajat. Pemilihan dilakukan dua tahap. Tahap pertarna, untuk

mendapatkan calon ketua umum dengan dukungan minimal 5 suara DPD.

®! 1drus Marham, Ironi Demokrasi Stengah Hati; Studi Kasus Kontestasi Elit Politik di DPR RI
1999-2004, Bekasi, PT. Penjuru Ilmu Sejati, 2016, him. 71

64



Dalam putaran pertama, Akbar Tandjung memperoleh 15 suara, Edy

Sudrajat 11 suara, dan Sri Sultan Hamengkubuwono X, 1 suara.”

Dari hasil ini, Akbar Tandjung dan Edy Sudrajat dipastikan

menjadi ca 13 memenuhi persyaratan
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posisi Akbar Tandjung dan Golkar mulai memasuki era kepemimpinan
pengusaha. Pada Musyawarah Nasional VIII, Partai Golkar di Pekanbaru

5-9 Oktober 2009, Golkar kembali dikuasai oleh pengusaha dengan

% http://www.landasanteori.com/2015/10/golkar-dibawah-kepimimpinan-akbar.html, Di akses
pada tanggal, 2 September 2017, Pukul 19:02 WIB.
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terpilihnya mantan Ketua Umum Kadin, Abu Rizal Bakrie sebagai Ketua

Umum.*

b. Partai PPP

adhlatul Ulama,

Partai Muslimin

Kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR. PPP berasaskan Islam
dan berlambangkan Ka'bah. Akan tetapi dalam perjalanannya, akibat

tekanan politik kekuasaan Orde Baru, PPP harus menanggalkan asas Islam

dan menggunakan asas Pancasila sesuai dengan sistem politik dan

% Litbang Kompas., Op. Cit., hlm. 120
% Ketetapan-ketetapan dan Hasil Muktamar VIII Partai PPP, Surabaya, 15 17 Oktober 2014, hlm.

% http://ppp.or.id/page/sejarah.html, Diakses pada tanggal 18 Agustus 2017, Pukul 10:05 WIB.
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peraturan perundangan yang berlaku sejak tahun 1984. Pada Muktamar [
PPP tahun 1984 PPP secara resmi menggunakan asas Pancasila dan

lambang partai berupa bintang dalam segi lima. Setelah tumbangnya Orde

dani yang adil,
wadah Negara

£E70
2
-
o
z
=

sebagai Presiden Partai, H. Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Drs. H.
Th. M. Gobel, Haji Rusli Halil dan Haji Masykur, masing-masing sebagai
Wakil Presiden. Ketua Umum DPP PPP yang kedua adalah H. Jailani
Naro, SH. Dia menjabat dua periode. Pertama tahun 1978 ketika H.

Mohammad  Syafaat  Mintaredja  mengundurkan  diri  sampai

% pasal 5 AD/ART Partai PPP Tahun 2014
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diselenggarakannya Muktamar I PPP tahun 1984. Dalam Muktamar I itu
Naro terpilih lagi menjadi Ketua Umum DPP PPP.

Ketua Umum DPP PPP yang ketiga adalah H. Ismail Hasan

tamar II PPP tahun

L
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Untuk meraih kembali kejayaannya, PPP memproklamirkan diri
sebagai Rumah Besar Umat Islam.” Menurut Wakil Ketua Umum DPP
PPP 2011-2015, Lukman Hakim Saifuddin, sebagaimana dijelaskan dalam
Rapat Pleno DPP PPP 2011-2015, 21-22 Oktober 2011 di Jakarta, setidak-
tidaknya ada tiga pengertian dari PPP sebagai Rumah Besar Umat

Islam”,yaitu: Pertama, PPP merupakan tempat kembalinya orang Islam,
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terutama untuk menyalurkan aspirasi dan menindaklanjutinya.

Sebagaimana kita maklumi, di era reformasi banyak eksponen PPP yang

pindah ke partai lain atau mendirikan partai baru. Selain itu, banyak

atau mengganti Pancasila dengan asas Islam, karena ternyata dalam negara
Pancasila masih dimungkinkan berdirinya partai Islam yang mempunyai
kebebasan memperjuangkan aspirasi umat Islam dalam bingkai Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Karena itu, keberadaan PPP dalam konteks NKRI sangat penting.

Ketiga, PPP merupakan tempat untuk menyatukan aspirasi umat Islam dan
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menindaklanjutinya, sehingga aspirasi umat Islam dapat terwujud dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dilihat dari sisi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

besar umat Islam”

A & )
e
:WD.
=]
=
&
~

artai politik Islam

menyebut kee ‘ﬁ vaipendiri PPP. AD/ART hanya
menyebut bahwa PF ‘ asil fusi dari empat partai politik. Ini
berarti paratokoh yang merumuskan Mukaddimah AD/ART itu yang sejak
dulu sampai kini tidak pernah diubah secara substansial menyadari bahwa
selain empat partai politik yang berfusi itu, masih ada organisasi Islam
yang menjadi pendukung dari keempat partai politik itu yang harus

dimasukkan sebagai pendiri PPP.
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4. Peraturan Partai Politik Dalam Peraturan Perundang-Undangan
Partai Politik (Parpol) memiliki posisi, kedudukan dan fungsi yang

sangat penting dalam negara yang menganut sistem Republik (Demokrasi),

ARAEN

[ 4
g
| ¥

satu-satunya sarana ekonomi atau politik untuk membentuk kemauan
kolektif. Betapa penting dan urgen posisi, fungsi dan kedudukan partai politik
di suatu negara demokrasi, sehingga proses pelembagaan dan proses
konsolidasi suatu negara demokrasi dapat dinilai dari pelembagaan dan

konsolidasi dari partai politik yang terdapat di negara demokrasi tersebut.

¢ Dody Nur Andryan, Solusi Konstitusional Dan Demkratisasi Untuk Menyelesaikan Sengketa
Internal Partai Politik di Indonesia, Makalah KNHTN III Tahun 2016. him. 1
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Dengan kata lain: suatu negara disebut demokrasi diukur dari kelembagaan

partai politik yang ada dinegara tersebut.

Jika dicermati dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

negara

demokre

Reformasi 1999 ditandai dengan dengan berhentinya Presiden Soeharto
dari jabatannya. Pengunduruan diri Presiden Soeharto kemudian menjadi
pemulai runtuhnya orde baru. Sejak saat itu, lahirlah kemudian orde baru di
Indonesia, yakni orde reformasi. Sejak reformasi 1998, banyak aspek yang

berubah dengan sangat cepat.
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Salah satu hal yang berubah dengan sangat cepat adalah termasuk salah

satunya terkait dengan perkembangan organisasi partai politik. Sejak

reformasi, sudah terdapat empat undang-undang partai politik yang sudah

dan DPR pascareformasi, ternyata belum mampu menangkap instrumen
penting yang perlu dimasukkan ke dalam pengaturan undang-undang
partai politik. Padahal, penanganan proses sengketa internal bagi partai

politik adalah salah satu yang paling penting, mengingatkan semakin

% Fadli Ramadhan, Pembaharugan Partai Politik: Penyelesaian Sengketa Kepengurusan Partai
Politik, Makalah KNHTN III Tahun 2016. him. 5
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dibukanya kesempatan bagi partai politik untuk lahir dan ikut
berkompetisi dalam pemilihan umum.

Jika dilihat pendekatan sejarah, maka terdapat satu peristiwa

Undang-Undang Nomo 002 yang menggantikan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1999 mulai mengatur terkait sengketa internal
partai politik.

Pengaturan pertama ada di Pasal 14 ayat (1) “Apabila terjadi
keberatan dari sekurang- kurangnya setengah peserta forum musyawarah
atau terdapat kepengurusan ganda partai politik yang didukung oleh

sekurang-kurangnya setengah forum musyawarah sebagaimana dimaksud
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dalam Pasal 13 ayat (3), keberatan itu diselesaikan melalui musyawarah

untuk mufakat”. Kemudian pada ayat (2) “ Apabila penyelesaian melalui

musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

akibat sengketa

*ngurusan partai

menyelesaikan konflik kepengurusan partai politik. Ketentuan di Pasal 16
ayat (1) “Perkara partai politk berkenaan dengan ketentuan undang-
undang ini diajukan melalui pengadilan negeri. Kemudian Ketentuan
Pasal 16 ayat 10 Lihat Undang-Undang Negara Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik. Undang- Undang ini

merupakan satu dari tiga paket undang-undang politik yang dikeluarkan
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oleh Pemerintah Pertama Pascajatuhanya rezim orde baru. Undang-

Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 Tentang

Partai Politik. Undang-Undang ini merupakan undang-undang penggani

pergantian pengurus, atau terdapatnya pegurus ganda, yang didukung
setengah forum musyawarah. Hal pertama yang diajukan adalah
musyawarah dan mufakat. Mekanisme ini tentu saja ada di dalam
AD/ART partai.

Jika tidak selesai melalui forum musyawarah mufakat, maka proses

penyelesaian diserahkan kepada pengadilan negeri. Proses di pengadilan
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negeri diberikan batasna waktu maksimal selama 60 hari. Kemudian
putusan pengadilan negeri hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi ke

MA, dengan waktu peyelesaian 30 hari. Putusan MA adalah putusan

partai politik,

apabila pergantian kepenguru politik yang bersangkutan ditolak
oleh paling rendah 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi
pengambilan keputusan partai politik”. Kemudian terkait dengan cara
penyelesaian perselisihan tetap diatur untuk diselesaikan secara musyawarah
dan mufakat terlebih dahulu. Pasal 32 ayat (1) “perselisihan partai politik

diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat”.
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Kemudian di dalam Pasal 32 ayat (2) terdapat pembatasan jika proses
musyawarah mufakat tidak tercapai “Dalam hal musyawarah mufakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian

dengan

di luar

melalui

pengadilan negeri. Kemudian Pasal 33 ayat (2) menyebutkan “putusan
pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya
dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung”. Kemdudian terkait dengan
waktu penyelesaian perselisihan disebutkan di Pasal 33 ayat (3) “Perkara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri

paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di
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kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30

(tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah

arbitrase partai

a, ketentuan ini

Selain dari hal tersebut, perihal proses penyelesaian sengketa
kepengurusan partai politik melalui jalur pengadilan sama persis dengan
ketentuan yang ada di dalam UU No. 31 Tahun 2002. Proses dimulai di
pengadilan negeri maksimal waktu penyelesaiannya 60 hari, dan hanya dapat
diajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan wajib diselesaikan dalam waktu

maksimal 30 (tiga puluh) hari.
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4. Pengaturan di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan partai
politik kepada kementrian”.

Kemudian, pada Pasal 32 ayat (4) diatur terkait dengan waktu
penyelesaian sengketa internal partai politik “penyelesaian perselisihan
intenral partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan

paling lambat 60 (enam puluh) hari”. Kemudian terkait dengan sifat putusan
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Mahkamah Partai juga disebut sebagai putusan yang bersifat final dan
mengikat secara internal. Ketentuan Pasal 32 ayat (5) menyebutkan “Putusan

mahkamabh partai politik aytau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara

dapat pihak
e pengadilan

“dalam hal

kepaniteraan MA

Terkait dengan penyelesaian sengketa kepengurusan partai politik, di
dalam UU No. 2 Tahun 2011 hanya terdapat tambahan dari mekanisme
penyelesaian secara musyawarah dan mufakat di internal partai politik. Di

dalam UU No. 2 Tahun 2011 terdapat Mahkamah Partai, sebagai organ yang
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akan menyelesaiakan sengketa kepengurusan partai yang putusannya terakhir
dan final untuk internal partai politik.

Porsi mahkamah partai ini terdiri dari orang internal partai plitik yang

menkumham ketika

&
r 8
&

i Politi

v
&
&
g
am

Jika dilihat perjalanar s pembentukan peraturan perundang-
undangan tentang partai politik, khusus untuk pengaturan perselisihan
internal partai politik menunjukkan kemajuan. Jika dilihat dari masa transisi
dari era orde baru menuju ke era reformasi, politik hukum pembentuk
undang-undang memikirkan, bagaimana kemudian kebutuhan akan

pengaturan terkait dengan sengketa kepengurusan partai politik. Dalam

konsep hukum responsif, yang kemudian menjadi sangat penting, di dalam
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kebutuhan hukum ditengah masyarakat, hal ini terlihat dari apa yang dibuat

oleh para pembentuk undang-undang di Indonesia.

Meskipun tidak secara langsung, proses pengaturan kebutuhan akan

Tahun 2011, pengaturan ini semakin disempurnakan. Hal ini lah kemudian
yang mempertontonkan bahwa terjadi pembuatan norma yang dinamis dari
para pembentuk undang-undang. Dalam hal ini terkait dengan penyelesaian
perselisihan internal partai politik.

Selain itu, keberadaan pengaturan terkait dengan perselisihan internal

partai politik, juga bisa disebut politik hukum untuk menjadikan hukum
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sebagai teknik sosial. Motivasinya mungkin bersifat langsung atau tidak
langsung. Tata aturan dapat memberikan keuntungan tertentu untuk

ketidakpatuhan, dan atau menjanjikan keuntungan atau ketakutan akan

dan digantikan
dengan for i e an araan yang jauh

lebih demo j C berikan si ang baik terhadap

Hal inilah kemudian yang sebetulnya bisa ditarik ke kondisi Indonesia.
Dimana militerisme yang sangat berkuasa selama 32 tahun, kemudian
bergeser ke reposisi masyarkaat sipil, dengan cara-cara penyelesaian
kenegaraan yang jauh lebih demokratis dan teratur.

Kemudian, aspek lain yang juga mesti dilihat adalah, munculnya

kesadaran akan hak asasi manusia pascareformasi bergulir. Sejalan dengan
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itu, pembentukan partai politik adalah salah satu bentuk penghargaan

terhadap hak asasi manusia dalam sipil dan politik. Hal ini ditegaskan pula

bahwa penghormatan, penegakan, dan penyebarluasan HAM oleh masyarakat
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BAB III

POLITIK HUKUM PEMILIHAN KETUA UMUM PARTAI POLTIK
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN (ANALISIS KONFLIK

DUALISME PARTAI GOLKAR DA

dapat dicapai dengan
mempertahankan persatuat atuan bangsa, membangun segala
kehidupan secara seimbang baik lahir dan batin dengan landasan Pancasila.
Selanjutnya kehidupan bangsa yang lebih maju, modern, dan mandiri

menuntut pembaharuan yang terus menerus melalui usaha-usaha yang

disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan

% AD/ART Partai Golkar Tahun 2009
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zaman dengan tetap memelihara nilai-nilai luhur dan kepribadian bangsa

Indonesia.

Sadar akan perlu adanya kekuatan yang tangguh sehingga mampu

an kepribadian
jaga keutuhan,

suku, agama, ras,

a dalam rangka

politik di Indonesia, masyarakat karya dan kekaryaan belum sempat
menghimpun dan mengorganisir diri dalam satu wadah yang merupakan

sarana untuk mengabdikan karya dan kekaryaan guna pembangunan rakyat,

bangsa, dan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu tanggal 20 Oktober
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19647 masyarakat karya dan kekaryaan menghimpun diri dalam wadah

organisasi politik yang bernama Sekretariat Bersama Golongan Karya.

Dengan terjadinya penyelewengan terhadap cita-cita Proklamasi 17

demokratisasi, seperti kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan politik,
termasuk kebebasan mendirikan partai politik, keterbukaan informasi, serta
penegakkan supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak-hak asasi
manusia. Bersamaan dengan itu cita-cita reformasi juga menghendaki

penataan kembali fungsi-fungsi institusi negara maupun masyarakat agar

" Dewi Ambar Sari dan Lazuardi Sage, Op. Cit., him. 54.
' Andi Harianto Sinulingga, Pecah Belah Partai Golkar; Dinamika Konflik Golkar Pasca Orde
Baru, Bekasi, PT. Penjuru Ilmu Sejati, 2015, hlm. 26.
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dapat melaksanakan perannya secara optimal, dengan menempatkan

kedaulatan benar-benar di tangan rakyat. Kondisi sosial politik tersebut telah

mengakibatkan perubahan mendasar terhadap sistem politik dan kepartaian di

dan citra pembaharuan belum sepenuhnya dapat diwujudkan, mendorong
timbulnya tuntunan agar pembaharuan dilaksanakan dengan mengembangkan
reformasi di segala bidang.

Seleksi pemimpin partai merupakan salah satu keputusan penting
yang dibuat partai politik. Karena pemimpin partai diasumsikan memiliki

kekuasaan yang besar dalam pembuatan berbagai keptusan internal partai.
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Pemimpin partai merupakan yang berada pada posisi strategis yang bias
mendefenisikan kebijakan partai dan mempromosikan isu-isu baru yang bisa

menjadi agenda partai. Pemimpin partai adalah kordinator kegiatan partai bisa

bentuk dari
elewatkan proses
5, musyawarah
tertentu sesuai

1 bukan sebagai

petentangan yang rumit.”?

Setiap partai politik memiliki agenda periodik dalam hal memilih atau
melakukan pergantian pemimpin. Proses yang biasa mereka namakan
kongres, muktamar, atau musyawarah nasional (munas) tersebut digelar

dengan prosesi yang biasanya mengundang publikasi besar di media massa.

72 Ridho Irmawan Hanafi Demokrasi Internal Partai: Ketika Partai Memilih Pemimpinya,
Makalah KNHTN III Tahun 2016. him. 1
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Karena pada momentum ini partai melaksanakan kerja politik rutinan yang di
dalamnya terdiri atas sejumlah agenda di antaranya, memilih pemimpin

partai, menilai laporan pertanggungjawaban dewan pimpinan pusat partai,

umum pa asark entuan p et 1 munas diantaranya
didukung 30% pemegang hak suara, berpendidike mal S1, kader aktif

Partai ar seku ' a mi ‘ pendidikan dan

umum Partai Golkar yang diselenggarakan dalam periode lima tahun-an
sebagai wujud menciptakan pemimpin partai yang ideal untuk dapat
mewujudkan cita-cita partai dalam menumbuhkan demokrasi yang berkualitas

dan berintegritas.

7 Petunjuk Pelaksanaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor : Juklak
3/DPP/Golkar/X1/2015, him. 5.
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Sehingga dapat ditari kesimpulan bahwa AD/ART merupakan Rule Of
Game (aturan main) yang menjadi landasan pokok serta acuan dalam proses

penentuan ketua umum partai yang mengacu pada aturan hukum (UU Parpol)

yang menjadi diri. Oleh karena itu,

¥
- % AD/A] an dengan
< ' :
prir

ALY

Selection and

al partai berarti

Caakn

m sebuah partai
nculnya sejumlah

kritik yang ju : 4 ya yang hirarkis.

wewenang yang bisa dibag
mendorong agar partai politik melakukan upaya reformasi struktur dan
praktik internal partai untuk membuka keterlibatan anggota dalam pilihan
calon untuk jabatan publik, menyeleksi pemimpin partai, serta merumuskan
atau mendefinisikan kebijakan partai.

Partai mengenai nilai-nilai demokratis yang mendasar, seperti

pluralisme, toleransi, mengikutsertakan semua pihak (inklusivisme),
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kesetaraan gender, dan akuntabilitas. Juga adanya keberadaan mekanisme
internal untuk menyelesaikan konflik secara demokratis dan potensi konflik.

Di sini menjadi sangat penting penerapan secara tepat anggaran dasar serta

berjalan. Derajat

ue bahwa pada

.ua : ak cukup memiliki peran
dalam proses pengamb ‘ ke : ainkan hanya berperan sebagai
pemilih dalam pemilihan umum. Peran anggota partai di sini dapat dikatakan
terbatas, padahal dalam keanggotaan memegang peran kunci untuk
melakukan pengawasan dan keseimbangan di partai.

Sekelompok kecil penguasa partai itulah yang seringnya menentukan
proses seleksi kepemimpinan partai. Sehingga sering terlihat bahwa hanya

kandidat tertentu yang terlibat dalam kompetisi internal di sejumlah partai.
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Selain aspek itu, ketergantungan pada figur juga masih mewarnai banyak
partai. Memilih figur yang sama dalam beberapa periode kepemimpinan

memperlihatkan betapa partai kemudian menjadi identik dengan figur yang

pinan. Karena

1, bertahan lama.

ICA L)

R\
e
o
1
=
2
o
Q
=)
@
g
=]

lainnya perlu melihat regenerasi dan kaderisasi sebagai hal yang mendesak
dilakukan. Dalam hal ini, yang dilakukan partai adalah lebih memperluas
kesempatan bagi para kadernya untuk tampil dalam ajang kompetisi internal
mereka. Bukan sebaliknya, partai menutup kesempatan mereka untuk

bersaing. Kader yang dinilai potensial bisa mendapat ruang lebih dalam

’* Andi Harianto Sinulingga, Op Cit., hlm. 30
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beraktualisasi. Jika ruang ini tidak dibuka, apa yang terjadi adalah kaderisasi
di pucuk utama pimpinan partai politik berjalan lamban, sehingga membuat

sejumlah partai dipimpin tokoh senior dan sebagian dari ketua umum partai

berujung pada

an partai baru
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51 perolehan suara
ry’

menjelaskan setidaknya ada beberapa hal yang perlu dilakukan partai politik
dalam melaksanakan demokrasi internal di antaranya, menyatakan secara
eksplisit dalam anggaran dasar partai mengenai nilai-nilai demokratis yang
mendasar, seperti pluralisme, toleransi, mengikutsertakan semua pihak
(inklusivisme), kesetaraan gender, dan akuntabilitas. Juga adanya keberadaan

mekanisme internal untuk menyelesaikan konflik secara demokratis dan
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potensi konflik. Di sini menjadi sangat penting penerapan secara tepat

anggaran dasar serta keputusan-keputusan partai yang secara demokratis

diterima. Juga partai menyelenggarakan pemilihan internal partai secara

pencalonan

s penunjukan

g menyeleksi

dengan prosedur

selektorat adalah

Demokratisasi tergantung pada perkembangan spontan dua hubungan
yang berbeda: 1). Representasi para warga negara oleh para pimpinan terpilih,

suatu hubungan yang ditandai oleh dialog dan pertanggungjawaban; 2).
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Toleransi, tawar-menawar dan kompromi dikalangan kelompok-kelompok

politik yang bersaing.”

Demokrasi adalah terjaminnya mekanisme pelaksanaan pemerintahan

yang sedang change society);

rulers); Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (minimum of
coercion); Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman
(diversity) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman

pendapat, kepentingan, serta tingkah laku; Menjamin tegaknya keadilan.

7> Ichlasul Amal, Teori-teori Mutakhir Partai Politik, Tiara Kencana Yo gya, Cetakan ke-II,
Yogyakarta, 1996.hlm 87
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Dinamika politik di internal Golkar semakin meruncing yang

berdampak pada terjadinya konflik di internal partai. Ujungnya munas Golkar

pun pecah. Hasil Munas ini kemudian mendapat reaksi cukup keras oleh

Dualisme Golkar membuat arah kebijakan partai ini juga bersayap.
Pada 8 Januari 2015, kepengurusan DPP partai Golkar versi Munas IX Bali
yang dipimpin Agung Laksono mendukung pemerintahan, padahal kubu

Aburizal Bakrie cenderung berada di posisi di luar pemerintah bersama

76 http://news.liputan6.com/read/2363169/dpd-golkar-versi-munas-ancol-masih-ngotot-ingin-
munas. Diakases pada 01/12/2017. Pukul 20:20 WIB.
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koalisi merah putih, koalisi yang sebelumnya mendukung pasangan Prabowo-
Hatta di Pemilihan Presiden 2014.”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan gugatan DPP

munas Ancol

nda pengesahan

mengesahkan DPP Partai Golkar versi Munas Ancol di bawah kepemimpinan
Agung Laksono. Meskipun demikian, Menkumham tidak serta merta
mengesahkan kepengurusan DPP Partai Golkar pimpinan Aburial Bakrie
hasil Munas Bali. Menkumham mengembalikan kepengurusan Golkar hasil

Munas Riau 2009, namun kepengurusan ini hanya berlaku sampai 31

7 Litbang Kompas.,Op. Cit., him. 123
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Desember 2015.”® Pasca pencabutan SK kepengurusan Golkar hasil Munas
Ancol ini, praktis belum ada kepengurusan Golkar yang disahkan oleh

Menkumham. Wacana digelarnya Munas rekonsiliasi pada 2016 menjadi

A\ Ak
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| =
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P
o

incumben. Prosedural yang dibuat justru tidak menghimpun hak-hak dan
kewajiban anggotanya. Ini dapat dilihat dari perpecahan Golkar yang terjadi
pasca penetapan suara antara Agung Laksono dan Aburizal Bakrie. Suara
yang dimaksud adalah keberpihakan Golkar terhadap calon Presiden pada

tahun 2014 dimana kubu Agung Laksono menyatakan dukungannya kepada

8 Loc. Cit., him. 123
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Joko Widodo dan Jusuf Kalla sedangkan Aburizal Bakrie menyatakan

sikapnya mendukung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.

Dari organisasi diatas, memiliki peran dalam suksesi pemilihan ketua

ang memperoleh

a 1a berada. Proses

menciptakan iklim kondusif yang demokratis dalam menentukan pimpinan
ketua umumnya. Hal itu dapat dilihat bahwa kubu Aburizal Bakrie dan
Agung Laksono tidak mampu melaksanakan amanat dari undang-undang
partai politik. Karena, masing-masing pihak menganggap kepengurusannya

adalah yang paling benar. Sehingga menyebabkan timbulnya konflik internal

yang berujung Golkar tidak memiliki kepengurusan yang abash dikarenakan
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masing-masing pihak telah membuat SK kepengurusan yang berindikasi
menimbulkan inkonstitusional. Kemudian proses penyelesaian di lingkup

Mahkamah Partai justru menuai polemik yang berkepanjangan akibat dari

konsep dasar

atis di dalam

selama 15 tahun (1972-198 ain menjadi salah satu ketua Himpunan
Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Karena itu perlawanannya terhadap
kesewenangan-wenangan rezim dipandang sebagai kemandiriannya.

Seiring perjalanan waktu, “Masa Pemerintahan” Jusuf Kalla di Golkar
berakhir pada tahun 2009. Patai Golkar pun menggelar Munas VIII pada 5-8
Oktober 2009 di Pekanbaru, Riau. Pada munas yang berlangsung demokratis

tersebut, Aburizal Bakrie (ARB) terpilih menjadi Ketua Umum DPP Partai

102



Golkar periode 2009-2015. Dengan berbekal 297 suara, Aburizal Bakrie

mengalahkan Surya Paloh, Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar (2004-

2009) yang mendatkan dukungan 204 Suara.”

h membentuk ormas

NET} WeJS] Se}ISIoAIUN) ﬂEB){BJSﬂdJﬂ&
I disay yejepe 1ul udwnyo(g

dipertahankan, ditingkatkan fungsi, eksistensi dan konsistensi peran dan

fungsinya dalam kehidupan bernegara.

" Op Cit., hlm. 104
8 Ibid., him. 107
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2. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
a. Prinsip Demokratis Dalam AD/ART

Prinsip AD/ART Partai PPP dapat dilihat dari hasil Muktamar VIII

Partai Persatue

Setiap partai politik memiliki agenda periodik dalam hal memilih
atau melakukan pergantian pemimpin. Proses yang biasa mereka namakan
kongres, muktamar, atau musyawarah nasional (munas) tersebut digelar
dengan prosesi yang biasanya mengundang publikasi besar di media massa.
Karena pada momentum ini partai melaksanakan kerja politik rutinan yang di

dalamnya terdiri atas sejumlah agenda di antaranya, memilih pemimpin
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partai, menilai laporan pertanggungjawaban dewan pimpinan pusat partai,

pembaruan atau revisi peraturan internal partai (AD/ART), penetapan

keputusan-keputusan penting partai, perumusan program dan platform

partai, terutama dalam pemilihan umum, setidaknya untuk periode yang
ditentukan.

Diluar itu, forum tertinggi merupakan kesempatan yang bisa
digunakan partai untuk memberi peluang bagi kader-kader terbaik partai

untuk maju berkompetisi memperebutkan kursi pemimpin partai. Meskipun

8! Arief T. Surowidjojo, Dialektika Hukum & Demokrasi Dalam Genggaman Kekuasaan, Hukum
Online, Jakarta, 2015, him. 143.
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dalam perjalanannya pada sebagian partai proses seperti itu tidak mudah,
namun partai menjadikannya sebagai upaya memperlihatkan bahwa partai

bukan menjadi milik kelompok tertentu. Forum juga bisa digunakan sebagai

PP diantaranya
1san Partai PPP

ai PPP, dan tidak
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(aturan main) yang menjadi landasan pokok serta acuan dalam proses
penentuan ketua umum partai yang mengacu pada aturan hukum (UU Parpol)
yang menjadi landasan serta isi dari AD/ART itu sendiri. Oleh karena itu,
poin yang dituangkan kedalam AD/ART semestinya dilaksanakan dengan

secara prinsip kolektif kolegial. Dengan demikian, dapat diwujudkan bahwa
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proses serta pelaksanaan demokratisasi itu dapat dilaksanakan sebagai wujud

upaya menciptakan kondusifitas demokrasi internal partai.

Romahurmuziy sendiri tidak mengakui hasil rapat harian tersebut

karena dianggap illegal AD/ART Partai PPP. Romahurmuziy pun melawan
dengan mengajukan mosi tidak percaya pada kepemimpinan Suryadharma
Ali. Puncaknya pasca pemilihan presiden, Partai PPP berujunga pada

dualisme kepemimpinan dengan digelarnya dua mukhtamar, yakni

%2 Litbang Kompas., Op. Cit., hlm. 198
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Mukhtamar Surabaya yang memilih secara aklamasi M. Romahurmuziy
sebagai ketua umum. Sementara di pihak Suryadharma Ali, menggelar

mukhtamar di Jakarta dengan secara aklmasi juga menetapkan Djan Faridz

ar di Jakarta

1a umum. Pada
PPP versi M.

M.HH-

Romahurmuziy. Dengan keputusan ini, keputusan Menhuk dan HAM No.
M.HH-07.AH.11.01 tahun 2014 tentang pengesahan perubahan susunan
kepengurusan dewan pimpinan pusat partai Persatuan Pembangunan belum
dapat dilaksanakan. Prosesnya kemudian berlangsung pada upaya banding
yang dilakukan oleh PPP kubu M. Romahurmuziy. Namun, sampai putusan

kasasi Mahkamah Agung dihasilkan pada 20 Oktober 2015, yang

8 Loc. Cit., him. 198
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memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonaha Laoly mencabut SK
yang mengesahkan DPP hasil muktamar Surabaya, belum menunjukkan

tanda-tanda islah dan berakhirnya konflik dualisme di PPP.**

adang mengembalikan

=Y
g
<
:
2
o
<

Januari 2016,
bu Muktamar

yencabutan ini

WRNag

andung tahun

ALPARAEY

L\ \ 2

lkar dan PPP

O

prinsip didalam jiwa Ketua Umum yang saling mengklaim kedudukannya
yang sah.*

Fakta hukum di atas menggambarkan bahwa memang belum terjadi
demokrasi di dalam kepengurusan partai. Karena kisruh partai justru

membuat kondisi partai semakin terpuruk. Perebutan kekuasaan kursi Ketua

“‘Pasal 1 AD/ART Partai PPP
http://nasional. kompas.com/Konflik.Internal, sebagai ujian.Soliditas.Golkar diakses pada 26 Juni
2016, 12:18.
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Umum yang sangat riskan menjadi sebuah konflik nyata dari dua Partai yang
berseteru. Partai Kubu Agung Laksono mengklaim diri sebagai ketua umum

terpilih begitu juga Abu Rizal bakrie mengklaim dirinya sebagai ketua umum.

memberikan hasil yang terbuka secara umum. Karena sistem voting telah

mejadikan terhimpunya keseluruhan suara anggota tanpa ada tindakan
penggolongan. Nilai demokrasi adalah pemilihan yang langsung terbuka

seperti di dalam sistem pemilu. Dari problem yang terjadi pasangan Abu
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Rizal Bakrie terpilih secara aklamasi dari partai Golkar dan M.
Romahurmuziy terpilih secara aklamasi dari partai PPP.*

Aklamasi menjadi cerminan bahwa otoriterian masih menjadi karakter

seperti Golkas 2P, Mengapa aklamasi

dengan damai dan secara melembaga (institutional lized peaceful settlement
of conflict); Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu
masyarakat yang sedang berubah (peaceful change in a change society);
Penyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (orderly succession of

rulers); Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (minimum of

% Ketetapan-Ketetapan dan Hasil Mukhtamar VIII Partai Persatuan Pembangunan Surabaya 15-17
Oktober 2014, him. 56
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coercion); Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman
(diversity) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman

pendapat, kepentingan, serta tingkah laku; Menjamin tegaknya keadilan

sesuai dengan<un n,_lati b quid ius tum” yang

pta kondisi yang

atnat

ALY
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vis-misi yang sama di seluruh kepengurusan terutama bagi kader yang
mencalonkan diri sebagai ketua umum.

Oleh karena itu, konflik harus bisa dikendalikan atau dijinakkan agar
tidak berlarut-larut yang bisa menggoyahkan dan membahayakan eksistensi

bangsa. Dalam hal ini, parpol dapat berperan seminimal mungkin.

7 M. Solly Lubis, Paradigma Kebijakan Hukum Pasca Reformasi, Jakarta: PT. Sofmedia, 2010,
hlm. 70.
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Berdasarkan teori diatas bahwa salah hal menyebabkan tidak timbulnya sikap
demokratis komunikasi yang baik antara Abu Rizal Bakrie dan Agung

Laksono tampak berjalan secara harmonis sehingga membuat masing-masing

dapatnya terhadap h partai Golkar. Begitu

‘:’*

aryA ALY

platform; dan e) Membangun kordinasi yang baik antara dewan Pembina
dengan DPP

Dengan demikian partai dapat menghasilkan ketua umum yang
demokratis tanpa ada intervensi pihak-pihak tertentu. Hal ini dilakukan agar
tidak timbul penyalagunaan wewenang (abuse of power). Karena semakin
kekuasaan itu tidak demokratis maka akan menimbulkan kekuasaan yang
otoriter.Sintesa dan sinergitasi hubungan antara hukum dan sistem politik
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demokrasi dinyatakan oleh Mahfud MD, demokrasi tanpa hukum tidak akan
dapat dibangun dengan baik dan bahkan sangat mungkin menimbulkan

anarki, sebaliknya hukum tanpa kontrol publik hanya akan melahirkan hukum

yang elitis da if._Oleh karena it

partai, juga mengakibatkan gagalnya kader-kader partai ikut serta dalam
pilkada serentak tahun 2015. Sehingga membuat kader partai Golkar tersebut
kehilangan elektabilitas politik dalam kontestasi pilkada serentak. Banyak
kader menyayangkan sikap dari pihak-pihak yang tetap bersikukuh dengan
permasalahan yang terjadi di kepengurusan DPP terkait adanya ketidak

sepahaman antara kubu Agung Laksono dan kubu Abu Rizal Bakrie,
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sehingga pada proses pencalonan kader tersebut telah gagal secara

administrasi penyeleksian di KPU.

Tahapan pencalonan kepala daerah adalah salah satu tahapan yang

dipenuhi oleh individu orang yang akan menjadi calon kepada daerah. Kedua,
syarat pencalonan yang harus dipenuhi oleh pihak yang akan mengusung dan
mengajukan individu bakal calon kepala daerah tadi.

Untuk poin kedua, terbagi atas dua bagian. Pertama calon yang maju

secara perseorangan, dan calon kepala daerah yang akan maju melalui jalur

% Ringkasan Kodifikasi Undang-Undang Pemilu., hlm. 2
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pencalonan yang diajukan oleh partai politik. Hal ini menjadi salah satu isi

yang begitu menarik dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang

lalu.

PPP justru mencerminkan sikap tidak demokratis di dalam internal partai
tersebut. Sehingga berimbas kepada kader-kader partai yang akan bertarung
pada pilkada serentak 2014. Sedikit penulis jabarkan di dalam tesis ini
mengenai implikasi yang ditimbulkan terhadap konflik Ketua Umum Partai
Golkar dan PPP di dalam mekanisme pencalonan kepala daerah beserta

peranan partai politik.
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Dalam konteks ini, partai politik sebagai suatu organisasi, secara
ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat,
mewakili kepentingan tertentu, memberi jalan kompromi bagi pendapat
yang saling bersaing serta saling mneyediakan sarana suksesi
kepemimpinan politik secara absah (ligitimate). Karena itu, partai
politik, dalam. pengertian modern, dapatwdikatakan sebagai suatu
kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabataban publik untuk
dipilih oleh rakyat sehingga dapat megontrol “atau. mempengaruhi
tindakan  pemerintah. . Lebih lengkapnya, Mark N.. Hagopian
menuturkan bahwa partai politik aalah suatu organisasi yang dibentuk
untuk memengaruhi-bentuk:dan karakter kebijaksanaan publik dalam
kerangka prinsip-ptinsip. dan kepentingan. ideolois tertetu melalui
praktik kekuasaan secara langsung mapun partisipasi rakyat.

Dengan demikian, partai politik sesungguhnya merupakan
entitas yang berorientasi kekuasaan: bagaimana partai politik sebagai
lembaga mengatur strategi untuk meraih dukungan publik luas dalam
rangka memperoleh kekuasaan politik di parlemen dan pemerintahan;
dan bagaimana kekuasaan yang sudah ada dapat dipertahankan.®*’

Sebagaimana telah disinggung pada bagian di atas, mekanisme

pencalonan” kepala daerah terbagi menjadi dua jalur. Pertama, proses
pencalonan melalui jalur perseorangan. Kedua, proses pencalonan yang
dilakukan oleh partai politik. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 dan
angka 4 UU No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. | tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Waliketa (UU Pilkada Tahun 2015).

Di dalam pasal“l angka (3) disebutkan Calon Gubernur dan Calon
Wakil Gubernur adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik,
gabungan partai politik atau perseorangan yang didaftarkan atau
mendaftarkan di komisi pemilihan umum provinsi. Sedangkan pasal 1 angka
(4) juga disebutkan “calon bupati dan calon wakil bupati, calon walikota dan

calon wakil walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai

% Rambe Kamarul Zaman, Perjalanan Panjang Pilkada Serentak, Jakarta, Exposé (PT Mizan
Publika), 2016, hlm. 163
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politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di komisi
pemilihan umum kabupaten/kota.

Syarat terkait dengan calon kepala daerah ini ada di dalam Pasal 7

Beberap esti dipenuhi oleh

Pl LSS ) 'g@‘
5 lihnya oleh

kK memiliki

memberikan dukungan kepada pasangan calon kepala daerah. Ketentuan
terkait dengan syarat pencalonan ini diatur didalam Pasal 40 UU No.8 Tahun
2015, yang mengatur Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan:

“Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan
calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan suara paling sedikit
20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan
suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah di daerah yang bersangkutan”.
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Ketentuan didalam Pasal 40 ini, dilengkapi dengan pengaturan di
dalam Pasal 42 ayat (4) dan ayat (5). Ketentuan didalam Pasal 40 ayat (4) yang

berbunyi:

akil Gubernur oleh

Bupati serta
itandatangani

‘f politik tingkat

g dit kan oleh pengurus

2015 Tentang

akil  Bupati,

hal ini adalah Kementrian Hukum dan HAM. Surat keputusan pengesahan
pengurus pusat partai politik menjadi penting, karena pengurus pusat partai
politik yang akan memberikan persetujuan terhadap pencalonan kepala
daerah, baik ditingkat provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota.

Pada bagian inilah kemudian titik singgung persoalan pencalonan

kepala daerah dengan sengketa kepengurusan partai politik. Untuk partai
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politik yang surat keputusan pengesahan kepengurusan partai politiknya tidak

digugat ke pengadilan, tentu tidak akan ada persoalan dalam proses verifikasi

KPU. KPU hanya tinggal melihat dan memverifikasi surat keputusan

Konsekuensi dari pengaturan ini tentu menyengat Partai Golkar dan PPP.
Sebagai pihak yang SK kepengurusan pengurus pusat partai politiknya sedang
disengketakan di Pengadilan, ketentuan ini tentu akan mengancam

keikutsertaan mereka didalam pencalonan kepala daerah, andai belum ada

% Wira Atma Hajri, Quo Vadis.Op.Cit., him. 114
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putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, sampai proses pencalonan kepala
daerah dibuka, hingga ditutup.

Kondisi ini tentu tidak terbayangkan oleh partai politik ketika

sengketa
tubuh partai

cam tidak bisa

melalui Peraturan KPU adalah memperbolehkan kedua partai politik yang
bersengketa mengajukan pasangan calon dengan syarat: dua kepengurusan
yang sedang bersengketa sama-sama memberikan persetujuan kepada
pasangan calon kepala daerah yang sama.

Terakhir, pada 18 Mei 2015, majelis hakim PTUN Jakarta telah

mengabulkan gugatan kepengurusan DPP Partai Golkar pimpinan Abu Rizal
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Bakrie dan mencabut SK Menkumham yang mengesahkan kepengurusan
Agung Laksono. Majelis hakim bahkan kepengurusan yang berlaku adalah,

DPP Gokar hasi Munas Golkar tahun 2009 di Riau.”!

PKPU. Hada

revisi.

koalisi. Poin lainnya yang menjadi perhatian dalam revisi berkaitan dengan
putusan inkrah atas dualisme partai yang saat ini tengah diusahakan oleh
yang berselisih. Hadar menjelaskan, apabila nantinya sudah ada putusan
yang berkekuatan hukum tetap, maka partai politik tidak dapat mencabut

pengajuan pasangan calon kepala daerahnya. Secara garis besar, Hadar

°! Andi Harianto Sinulingga, Op Cit., him. 23.
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mengatakan revisi PKPU ini untuk mengakomodir semua partai yang ikut

dalam Pemilu 2014 lalu dalam Pilkada 2015 mendatang. Selain itu, adalah

untuk memaksimalkan tugas pokok dan fungsi KPU dalam melayani. Golkar

terhadap kader. Terbukti, di 14 Pilkada beserta Pilgub 2015, Golkar menjadi
partai pendukung untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Desra
Ediwan-Bachtul, menjadi pendukung untuk kadernya sendiri di Solok

Selatan yaitu pasangan Kahirunas-Edi Susanto, pendukung untuk pasangan

%2 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150716064051-32-66660/aturan-pencalonan-
direvisi-golkar-dan-ppp-bisa-ikut-pilkada/. Diakses pada 01/12/2017, Pukul 17.29 WIB.

% http://news.metrotvnews.com/politik/aNronGVb-43-calon-kepala-daerah-golkar-terancam-
gagal-ikut-pilkada, Diakses pada 01/12/2017. Pukul 17.34 WIB.
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Indra Catri-Trinda Farhan Satria di Agam, pendukung pasangan Zul Elfian-
Reiner di Kota Solok, dan terakhir pendukung untuk calon Gubernur Muslim

Kasim-Fauzi Bahar. Tidak adanya ke-sepekatan dua kubu Golkar yang

Tahun 2011 Tentang Perubahe dang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
Tentang Partai Politik, tidak mungkin memakan waktu yang sangat lama?
Jawabannya sederhana, Semua menjadi sangat lama, karena jalur yang
ditempuh untuk menyelesaikan sengketa kepengurusan yang terjadi di tubuh

Partai Golkar dan PPP tidak sesuai dengan apa yang diatur didalam UU No.2

% https://harianhaluan.com/news/detail/47225/dualisme-perburuk-hasil-pilkada-golkar-di-sumbar.
Pukul 17.58 WIB.
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Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
Tentang Partai Politik. Dan tentu sangat mudah untuk dianalisa publik, andai

Kementrian Hukum dan HAM bertindak cermat dan fair, dengan tidak

politik salah satu

I PPP, tentu

Ny

nanNaeAr

ksono. Di tubuh

kepengurusan ditubuh dua partai politik ini.

Pengaturan didalam Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2011 Tentang Partai mengatakan bahwa:

“Susunan kepengurusan baru partai politik sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama7 (tujuh) hari
terhitung sejak diterimanya persyaratan ”.

% https://nasional.tempo.co/read/684395/kpu-revisi-aturan-partai-bersengketa-ikut-pilkada,
Diakses Pada 01/12/2017, Pukul 18:46 WIB.
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Pasal inilah kemudian yang dijadikan dasar oleh Kemenkum HAM

untuk segera menerbitkan segera Surat Keputusan untuk mengesahkan

kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono dan PPP kubu

penelitian melalui laporan media massa. Dalam argumentasi lain, tentu sangat
mudah untuk lembaga sekelas Menkumham untuk mencari informasi yang
valid, guna menjawab apakah terjadi sengketa kepengurusan dalam internal
partai politik yang mengajukan permohonan pengesahan kepengurusan yang
baru. Dilatar belakangi oleh prinsip negara hukum yaitu adanya nilai

demokratis. Demokrasi yang dimaksud adalah mengenai penyelenggaraan
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dan pemilihan ketua umum partai yang seharusnya mengacu kepada undang-
undang tentang pemilu bahwa didalamnya terdapat asas, tujuan dan prinsip

penyelenggaraan. Asas pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur

dan adil.

sebagai Ketua Umum. Romahurmuziy yang lebih dulu mendaftarkan
kepengurusan, mendapat pengakuan Menteri Hukum dan HAM. Gugatan
kubu Djan Faridz pada SK Menkumham yang mengakui kubu

Romahurmuziy juga ditolak oleh PTUN.

% Ringkasan Kodifikasi Undang-Undang Pemilu., Op.Cit., him. 1
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Pasangan petahana bakal calon walikota dan wakil walikota

Pekanbaru Firdaus-Ayat mendaftarkan diri ke KPU Pekanbaru untuk maju

lagi di Pilkada Pekanbaru Februari 2017 nanti. Pasangan Firdaus-Ayat

ini bersumber dari tidak dimilikinya sikap supotifitas didalam internal partai
terkhusus pada anggota partai itu sendiri. Dengan demikian merujuk pada
Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 33 Ayat (1) yang
berbunyi “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui

Pengadilan Negeri.”
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BAB 1V

PENUTUP

A. Kesimpulan

nyata dari dau partai yang berse
2. Implikasi konflik dualisme partai Golkar dan PPP dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia. Bahwa permasalahan kedua partai tersebut
berimbas kepada mekanisme pencalonan kepala daerah dan peran partai
politik. Karena partai politik memiliki perananan yang sangat kuat untuk

bisa melaksanakan pilkada serentak, kemudian konflik internal yang terjadi
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di dalam partai Golkar dan PPP justru mencerminkan sikap tidak

demokrtaasi dalam internal partai tersebut. Sehingga berimbah kepada

kader-kader partai yang akan bertarung pada pilkada serentak 2015.

atas, maka

kuti peraturan

yang berkaitan

dan dipastikan berjalan dengan ketentuan yang ada. Hal pertama yang mesti
diperbaiki adalah terkait dengan komposisi mahkamah kehormatan partai
politik, yang perlu masukan pihak atau individu yang eksternal bersifat Ad-
hoc untuk menjaga integritas dan independensi Mahkamah Partai Politik
Golkar dan PPP dalam menyelesaikan sengketa kepengurusan partai politik.

Selain itu, jika memang masih ada pihak yang tidak puas dengan putusan
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Mahkamah Partai Politik Golkar dan PPP, maka jalan yang ditempuh adalah

melalui Pengadilan Negeri dan terakhir melalui kasasi Mahkamah Agung.

Dengan syarat masing-masing pihak mesti menjalankan terlebih dahulu
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